
 
 
 
 

 
WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

PERATURAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN 
NOMOR  29 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 
PIAGAM PENGAWASAN INTERN   

INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN, 

 
 
Menimbang : a.  bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri      

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/ 
03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah, yang menyatakan visi, misi, tujuan, kewenangan dan 
tanggung jawab Aparat Pengawasan I0ntern Pemerintah harus 
diyatakan secara tertulis, disetujui dan di tandatangani oleh 
pimpinan tertinggi organisasi; 

b. bahwa untuk melaksanakan  kewenangan,  tanggung  jawab  dan 
lingkup pengawasan yang menjadi tugas Inspektorat Daerah Kota 
Padangsidimpuan, perlu ditetapkan Piagam Pengawasan Intern 
Inspektorat; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota   
tentang Piagam Pengawasan Intern Inspektorat Daerah Kota 
Padangsidimpuan; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan 

Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4111); 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir     
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah  Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

SALINAN 
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Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4890); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 23 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri  Nomor 8 Tahun 2009; 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007   tentang   

Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah; 
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang  Stándar Audit Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah; 

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, 
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil 
Pengawasan Fungsional; 

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit 
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian 
Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online; 

15. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 01 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Padangsidimpuan 
(Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 
01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 

01); 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PIAGAM PENGAWASAN 

INTERN INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Padangsidimpuan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom. 
3. Walikota adalah Walikota Padangsidimpuan. 
4. Inspektorat  Kota Padangsidimpuan yang selanjutnya disebut 

Inspektorat adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Pemerintah Kota Padangsidimpuan yang merupakan unsur 

pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
5. Piagam Pengawasan Intern adalah pernyataan formal  yang 

menjelaskan visi, misi, nilai, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, 
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kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggung jawab 
Inspektorat selaku pelaksana fungsi pengawasan intern dan 

hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan 
lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan 
ekstern dan lembaga-lembaga lain yang terkait yang 
merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk 

menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern. 
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya 

disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk 
dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (internal 
audit) di lingkungan Pemerintah dan/atau Pemerintah 

Daerah. 
7. Pengawasan intern adalah proses kegiatan pengawasan  yang 

dilakukan oleh Inspektorat kepada lembaga/instansi atau 
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertujuan untuk 
menjamin agar kinerja Pemerintah Daerah berjalan secara 

efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan 
BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota 
Padangsidimpuan. 

 
 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

 
(1) Maksud disusunnya Piagam Pengawasan Intern ini adalah 

sebagai dokumen formal yang menegaskan komitmen 
Walikota Padangsidimpuan terhadap arti pentingnya fungsi 

pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan di 
lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan, yang 
memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan, 
tanggung jawab dan lingkup pengawasan bagi Inspektorat 
dalam melakukan pengawasan intern di lingkungan 

Pemerintah Daerah. 
(2) Tujuan disusunnya Piagam Pengawasan Intern adalah dalam 

rangka: 
a. memberikan penegasan dan komitmen dari Walikota 

tentang pentingnya peran pengawasan dalam 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di 
lingkungan Pemerintah Daerah; 

b. memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada SKPD dan 
pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan 

tanggung jawab Inspektorat, sehingga dapat 
menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif 
terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja 
sama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang baik; 

c. menumbuh kembangkan internalisasi nilai-nilai budaya 
organisasi seperti: integritas, kejujuran, akuntabilitas, 
obyektivitas, kepatuhan hukum serta peraturan 
perundang-undangan dalam penyelenggaraan 
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pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah;  
d. menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif 

dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang 
bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari Korupsi 
Kolusi dan Nepotisme (KKN); dan 

e. meningkatkan manajemen risiko dan tata kelola Audit 

APIP yang diharapkan dapat meningkatkan nilai serta 
perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan 
cara mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas 
manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola 
APIP. 

(3) Piagam Pengawasan Intern ini sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

 
 

Pasal 3 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Padangsidimpuan. 

 

Ditetapkan di Padangsidimpuan  
pada tanggal  15 Juni 2016  
 
WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN, 

 
Ttd. 

                                        
 ANDAR AMIN HARAHAP 

 

 
Diundangkan di Padangsidimpuan  
pada tanggal  15 Juni 2016 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KOTA PADANGSIDIMPUAN, 
 
 Ttd. 
 

ZULFEDDI 
 
 
BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2016 NOMOR  29 
 


